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LAPORAN SINGKAT

PANITIA KERJA KOMISI V DPR RI

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Tahun Sidang
	:
	2014 – 2015

	Masa Sidang
	:
	I

	Rapat
	:
	Ke – 4 (empat)

	Jenis Rapat
	:
	Rapat Panitia Kerja

	Hari/Tanggal
	:
	Selasa, 9 September 2014

	Sifat
	:
	Terbuka

	Pukul
	:
	14.00 WIB  s.d  15.30 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Rapat Bamus, Gedung Nusantara II Lt 2.

	Acara
	:
	Laporan Tim Perumus kepada Panitia Kerja

	Ketua Rapat
	:
	H. Muhidin M. Said, SE, MBA

	Sekretaris
	:
	Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi

	Hadir Anggota
	:
	       dari 17 orang Anggota Tim Perumus Komisi V DPR RI

	Hadir Mitra
	:
	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional beserta jajaran terkait lainnya.


KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT
I. PENDAHULUAN

1.
Ketua Rapat membuka rapat pukul 14.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi, dan Rapat Panja RUU tentang Pencarian dan Pertolongan dinyatakan terbuka untuk umum.
2.
Ketua menyampaikan agenda Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pencarian dan Pertolongan Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional  beserta jajaran terkait lainnya pada hari ini adalah untuk mendengarkan laporan Tim Perumus. 
3.
Laporan Tim Perumus disampaikan oleh Ketua Tim Perumus, Lasarus, S.Sos, MSi, yang secara garis besar antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Tim Perumus telah melakukan perumusan dan penyelarasan semua Pasal dan Ayat yang telah disepakati di tingkat Tim Perumus termasuk terhadap Penjelasan Pasal dan Penjelasan Umum.

b. Tim Perumus juga telah menyempurnakan sistematika/anatomi RUU Pencarian dan Pertolongan, sehingga substansi dan materi yang terkait dikelompokkan sesuai dengan latar belakang, maksud, dan tujuan disusunnya RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.

c. Sebagai konsekuensi penyempurnaan sistematika/anatomi RUU tentang Pencarian dan Pertolongan maka diperlukan penyempurnaan berupa penambahan BAB, yaitu BAB Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang diletakkan menjadi BAB III, guna memberikan kejelasan  mengenai ruang lingkup dari RUU Pencarian dan Pencarian secara sistematis. 
d. Substansi dan materi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dalam BAB IV sebelum sinkronisasi, berisi pengaturan tentang tahapan operasi. Oleh karena itu nama BAB ini diubah menjadi BAB IV – Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Selain itu, penyempurnaan judul BAB juga dilakukan pada BAB III lama yang semula mengenai “Rencana Pembangunan” diubah menjadi BAB V: “Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan”.

e. Pengaturan yang terkait dengan “Potensi Pencarian dan Pertolongan” yang sebelumnya berada di bagian keempat dari BAB IV, telah dijadikan menjadi BAB tersendiri karena pengaturan mengenai masalah tersebut dirasakan sangat penting sebagai tanggung jawab negara dalam pembinaannya.
f. Dalam proses sinkronisasi/penyelarasan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan tersebut, selain ditemukan beberapa rumusan yang perlu  penyempurnaan redaksi ditemukan juga beberapa substansi dan materi dalam Pasal dan Ayat tertentu yang perlu mendapat persetujuan dan kesepakatan dalam forum Rapat Panitia Kerja.
II.  KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. 
Panitia Kerja dapat menerima laporan dan hasil kerja Tim Perumus yang telah membahas dan merumuskan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan. (laporan sebagaimana terlampir).
2. 
Panitia Kerja dapat menerima dan menyetujui penyempurnaan pasal dan ayat dalam RUU tentang Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut :
a. Penyebutan Badan Pencarian dan Pertolongan.

Disetujui penyebutan Badan Pencarian dan Pertolongan menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Penambahan Pasal 4 butif f baru 
Disetujui penambahan Pasal 4 butir f baru yang  terkait dengan salah satu Tujuan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, sebagai berikut :

f. 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pencarian dan Pertolongan.

c. Pasal 39 huruf h (atau yang semula dalam Pasal 23 huruf l). 
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

h. 
pengerahan dan pengendalian terhadap instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
d. Pasal 54 (atau yang semula dalam Pasal 68). 
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 54 

(1) 
Pemerintah memberikan kemudahan akses terhadap sarana yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
(2)
Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan dari:

a. pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
b. 
tindakan karantina yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh menteri terkait berdasarkan permohonan dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

e. Pasal 77 (atau yang semula dalam Pasal 65). 
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 77 

(1) 
Pemerintah memberikan kemudahan akses dan proses pelayanan kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan dari negara lain dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan.
(2)
Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keimigrasian;
b. kepabeanan;
c. kekarantinaan;
d. persetujuan keamanan;
e. persetujuan diplomatik;
f. persetujuan terbang; dan/atau
g. persetujuan berlayar.
(3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh petugas dari luar negeri di lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

(4)
Pemberian kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. 
Dengan selesainya tugas Tim Perumus, maka Panitia Kerja menyatakan bahwa Tim Perumus dibubarkan.

III.   PENUTUP

      Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.






                                      Jakarta, 9 September 2014

	
	KETUA RAPAT,

MUHIDIN M. SAID, SE, MBA












